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No 1. Surat Izin Wawancara Kepada Pihak Lembaga Yayasan Perlindungan

Konsumen (YLPK) Bali




No 2. Surat Izin Wawancara Ke Pihak DPD Real Estat Indonesia (REI) Bali




No 3. Surat Izin Wawancara Ke Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tabanan




No 4. Surat Izin Wawancara Ke Pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Tabanan




No 5. Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Ke Pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Tabanan




No 5. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Untuk Dinas Perijinan Kabupaten Tabanan dan Dinas PU Kabupaten Tabanan







DRAF PERTANYAAN PENELITIAN

A. JUDUL :

Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Terkait Kerugian Konsumen

Ditinjau Berdasarkan Pasal 8 Huruf F Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kerugian Konsumen Terhadap

Pembelian Rumah Subsidi Di Wilayah Kabupaten Tabanan)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran YLKI Bali dalam menangani masalah kerugian konsumen
mengenai pembelian rumah subsidi di wilayah Kabupaten Tabanan ?

2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi konsumen perumahan
yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa pengembang perumahan di wilayah
kabupaten tabanan?

C. Pertanyaan Untuk Narasumber

1. Pihak Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen BALI
a. Bagaimana awal sejarah berdirinya YLPK Bali ?

b. Apakah fungsi dari lembaga YLPK Bali ?

c. Bagaimana cara pelaporan masyarakat ke pihak YLPK Bali terkait
kerugian konsumen pembelian perumahan di wilayah Kabupaten
Tabanan?

d. Berapa yang mengadukan atau menerima laporan terkait kerugian
pembelian rumah subsidi di wilayah Kabupaten Tabanan?

e. Apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Yayasan Lembaga

Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali dalam upaya mengawal sudah



dirugikan terkait kerugian pembelian rumah subsidi di wilayah
Kabupaten Tabanan?

Bagaimana peran Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK)
Bali dalam membela konsumen yang dirugikan ketika membeli rumah
subsidi?

. Apa upaya kedepan yang perlu dilakukan agar meminimalisasi kerugian
konsumen terkait masalah kerugian pembelian rumah subsidi di wilayah
Kabupaten Tabanan ?

. Apakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen perumahan
yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa pengembang perumahan di
wilayah kabupaten tabanan telah sesuai dengan asas-asas serta prinsip-
prinsip Undang — Undang tentang perlindungan Konsumen?

Apa tanggung jawab pemerintah selama ini terhadap masalah kerugian
pembelian rumah subsidi di wilayah Kabupaten Tabanan?

Apakah yang menjadi penyebab belum optimalnya perlindungan
terhadap konsumen perumahan di masyarakat khususnya didaerah
tabanan?

Bagaimana proses penegakan hukum terhadap masalah kerugian
pembelian rumah subsidi di wilayah Kabupaten Tabanan jika dilihat dari

perfektif perlindungan hukum?



D. Pertanyaan Untuk DPD REI Bali Sebagai Informan

1. Apakah perusahaan — perusahaan pegembang atau Developer yang yang
bermasalah dalam membangun rumah subsidi di wilayah kabupaten tabanan
merupakan anggota REI Bali?

2. Bagaimana tanggung jawab DPD REI Bali terhadap kasus yang terjadi di
wilayah kabupaten tabanan?

3. Sebutkan perusahaan — perusahaan pengembang (Developer) dengan izin
lengkap dengan proyek sudah berjalan yang merupakan anggota REI Bali
di wilayah kabupaten tabanan?

4. Bagaimana solusi dari DPD REI Bali untuk kemudian hari agar tidak

muncul kasus — kasus seperti yang terjadi di wilayah kabupaten tabanan?

E. Pertanyaan Untuk Pemerintah Kabupaten Tabanan Sebagai Informan
1. Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Tabanan

a. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah mengenai masalah kasus
perumahan yang ada di wilayah kabupaten tabanan?

b. Apakah ada data terkait perusahaan — perusahaan pengembang
(Developer) yang memiliki izin lengkap di wilayah kabupaten tabanan?

c. Apakah ada konsumen rumah subsidi yang mengadu ke Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tabanan?

d. Bagaiamana kebijakan pemerintah terhadap implementasi Undang —

undang perlindungan konsumen terkait rumah subsidi?



2. Pihak Dinas Perkerjaan Umum

a.

Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah mengenai masalah kasus
perumahan?

Apakah ada konsumen yang mengadu ke Dinas Perkerjaan Umum?
Bagaiamana kebijakan pemerintah terhadap implementasi Undang —
undang perlindungan konsumen terkait rumah subsidi?

Apakah yang menjadi penyebab belum optimalnya perlindungan
terhadap konsumen perumahan di masyarakat khususnya didaerah

tabanan?

3. Pihak Dinas Perdagangan dan Prindustrian Kabupaten Tabanan

a.

Apakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen perumahan
yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa pegembang perumahan di
wilayah kabupaten tabanan telah sesuai dengan asas — asas serta prinsip
— prisnsip perundang - undang tentang perlindungan konsumen?
Bagaiamana kebijakan pemerintah terhadap implementasi Undang —
undang perlindungan konsumen terkait rumah subsidi?

Apakah ada konsumen yang mengadu ke dinas perdagangan?
Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah mengenai masalah kasus

perumahan yang ada di wilayah kabupaten tabanan?
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DRAF NAMA NARASUMBER, INFORMAN DAN RESPONDEN

NO

NAMA

JABATAN

KEDUDUKAN
DALAM
PENELITIAN

| Putu Armaya, SH

Direktur Yayasan Lembaga
Perlindungan Konsumen
(YLPK) Bali.

Narasumber

I Ketut Sony Sasana

Ketua Bidang Rumah
Sederhana Tapak (RST) REI
Bali

Informan |

I Gst Komang Rai
Sukarya

Kasubag Kepegawaian Dinas
Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten
Tabanan

Informan 11

Dewa Putu Muda

BLT Kabid Prindustrian

Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten
Tabanan

Informan 111

MM

Ni Putu Erna Susanti, ST.

Kepala Seksi Pelayanan Tata
— tata Ruang Dinas
Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten
Tabanan

Informan 1V

| Gusti Widiantara, SH

Kepala Bidang Perumahan
Dinas Perkerjaan Umum
Penataan Ruang Perumahan
dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Tabanan.

Informan V

Ni GAM. Widiastari, ST

Pembangunan Tata Ruang
dan Pertanahan Dinas
PUPRPKB Kabupaten

Tabanan.

Informan VI

Gede

Staf Perbekel Desa Samsam

Responden |

Dewa Adi

Konsumen Rumah Subsidi

Responden 11







DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara dengan Bapak | Putu Armaya, SH Selaku Direktur Yayasan

Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali.

2. Wawancara dengan Bapak | Ketut Sony Sasana Selaku Ketua Bidang

Rumah Sederhana Tapak (RST) REI Bali




3. Wawancara dengan Bapak | Gst Komang Rai Sukarya Selaku Kasubag

Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tabanan

4. Wawancara dengan Bapak Dewa Putu Muda Selaku BLT Kabid

Prindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tabanan




5. Wawancara dengan ibu Ni Putu Erna Susanti, ST. MM Selaku Kepala Seksi
Pelayanan Tata — tata Ruang Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Tabanan.

6. Wawancara dengan ibu | Gusti Widiantara, SH Selaku Kepala Bidang
Perumahan Dinas Perkerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan

Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabanan.




7. Wawancara dengan Ni GAM. Widiastari, ST Kepala Seksi Pembangunan

Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPRPKB Kabupaten Tabanan.
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